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ARTICLE INFO ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis inovasi pengadaan barang dan jasa (PBJ)

gii;'iis;ﬁmw yang diterapkan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat untuk meningkatkan
Review: ' keterlibatan UMKM dan kepatuhan pajak. Menggunakan metode
Revised: Participatory Action Research, penelitian ini melibatkan kolaborasi
Accepted: antara peneliti, UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil
Published: penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan berhasil

meningkatkan kualitas produk UMKM, memperluas pemasaran digital,
Keywords serta meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan
Inovasi pembukuan yang baik. Selain itu, pelatihan layanan pelanggan dan
gg"n';';' daan prinsip Service Excellence memperkuat daya saing UMKM. Program
Barang ini juga menciptakan norma baru terkait kepatuhan pajak dan

Jasa pengelolaan usaha yang profesional. Inovasi ini terbukti memperkuat
partisipasi UMKM dalam PBJ pemerintah, mendukung pertumbuhan
ekonomi yang inklusif.

Introduction

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran krusial dalam mendukung
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama karena sebagian
besar anggaran pemerintah disalurkan melalui proses pengadaan tersebut. Proses pengadaan
ini mencakup belanja barang, belanja modal, serta sebagian dari belanja sosial dan hibah
(Rakhman, 2022). Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa tidak hanya berfungsi untuk
memenuhi kebutuhan operasional pemerintah tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal
yang bertujuan untuk mendorong perekonomian, menciptakan lapangan Kkerja, dan
meningkatkan daya saing nasional (lgbal, 2020). Selain itu, alokasi anggaran untuk
pengadaan yang bersumber dari APBN dan APBD ini juga diperuntukkan bagi penyediaan
barang dan jasa publik, yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat (Darmawan, 2022).

Pada tahun 2023, pemerintah menetapkan anggaran pengadaan barang dan jasa
sebesar Rp1.175,56 triliun. Dari total tersebut, Rp810,92 triliun dialokasikan untuk penyedia
eksternal. Hingga pertengahan tahun 2023, realisasi belanja mencapai Rp529,51 triliun atau
sekitar 65,3% dari rencana (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023).
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Capaian ini menegaskan besarnya kontribusi pengadaan barang dan jasa terhadap
perekonomian nasional. Kebijakan pengalokasian khusus ini juga menegaskan bahwa peran
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional sangat penting.
Dalam kerangka pengadaan pemerintah, pagu anggaran hingga Rp15 miliar dialokasikan
khusus untuk usaha kecil dan koperasi, kecuali untuk pekerjaan yang membutuhkan
keterampilan teknis tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil (Septian, 2022).
Dengan demikian, kebijakan ini memperkuat peran UMKM sebagai sektor penggerak
ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat,
dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM menyumbang sekitar 60%
dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia
(Nursini, 2020). Potensi besar ini membuat pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan
jasa pemerintah menjadi salah satu strategi penting untuk menggerakkan roda
perekonomian. Selain itu, pelibatan UMKM dalam PBJ berperan dalam mendorong potensi
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dalam kebijakan
pemerintah yang dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
pengadaan barang dan jasa, yang bertujuan meningkatkan partisipasi UMKM, pemerataan
ekonomi, dan pengadaan yang berkelanjutan. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang mewajibkan kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah untuk mengalokasikan setidaknya 40% anggaran belanja barang dan jasa
bagi UMKM dan koperasi (Pratama, 2023). Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap
agar UMKM dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa serta
mendorong pertumbuhan usaha mereka secara signifikan.

Partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah telah berjalan sejak
tahun 2015, namun masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya. Salah satu
hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya jumlah produk UMKM yang berhasil
masuk ke e-katalog pemerintah, platform utama yang digunakan dalam pengadaan barang
dan jasa (Igbal, 2020). Menurut Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (2022) jumlah
produk UMKM yang tercantum di e-katalog mencapai 1.620.821 produk, namun penyedia
dari kalangan UMKM hanya berjumlah 33.087 unit usaha. Dalam hal ini, pemerintah
mengalokasikan dana Rp331,39 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan daerah, tetapi
realisasi belanja untuk UMKM baru mencapai 42,78% (Kantor Staf Presiden Republik
Indonesia, 2022). Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas UMKM agar
lebih siap dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik dari segi
kualitas produk maupun efisiensi distribusi di e-katalog.

Selain berperan dalam pengadaan barang dan jasa, UMKM juga diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak (Tahir et al., 2021).
Namun, kontribusi pajak UMKM terhadap penerimaan nasional masih tergolong rendah.
Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kontribusi pajak UMKM adalah
keterbatasan dalam kemampuan pembukuan dan administrasi perpajakan (Anjelina,
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Frederica, & Iskandar, 2023). Banyak UMKM yang belum memahami pentingnya
pengelolaan laporan keuangan dan administrasi pajak yang baik, sehingga mereka kesulitan
untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah berupaya meringankan beban pajak
UMKM dengan menetapkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi UMKM.
Dengan demikian, hanya UMKM dengan omzet di atas PTKP yang dikenakan pajak sebesar
0,5% (Yolanda, 2024). Kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk
mendukung pertumbuhan UMKM melalui insentif perpajakan yang lebih ringan.

Sebagai lembaga yang berfokus pada penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) juga memberikan perhatian khusus kepada UMKM. Melalui program Business
Development Services (BDS), DJP berupaya mendampingi UMKM dalam mengembangkan
usaha mereka serta meningkatkan kesadaran pajak. Dalam konteks PBJ, DJP berperan
sebagai mitra yang mendorong UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah (Diani & Lubis, 2022). Program ini bertujuan mempererat hubungan antara DJP
dan UMKM, sehingga para pelaku usaha dapat melihat secara langsung manfaat dari pajak
yang mereka bayarkan. Meskipun demikian, Menteri Koperasi dan UKM menyatakan
bahwa kontribusi pajak UMKM terhadap penerimaan pajak nasional masih rendah (Yulia et
al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran
dan pemahaman pajak di kalangan UMKM melalui berbagai strategi yang lebih efektif.

Dalam upaya mengatasi berbagai hambatan tersebut, DJP Jakarta Pusat
memperkenalkan inovasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang mengintegrasikan
program-program pendukung bagi UMKM (Anatan & Nur, 2023). Program ini bertujuan
untuk membantu UMKM mengatasi kendala dalam menjalankan usaha, meningkatkan
omzet melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memperluas jangkauan produk
mereka melalui pendampingan digital marketing dan manajemen perpajakan. Melalui
inovasi PBJ yang terintegrasi dengan program pengembangan kapasitas ini, diharapkan
UMKM dapat lebih mandiri dalam mengelola administrasi keuangan dan perpajakan
mereka, sehingga secara bertahap dapat meningkatkan kontribusi pajak terhadap negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi PBJ yang dilakukan oleh DJP
Jakarta Pusat dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Kajian ini
difokuskan pada pengaruh program inovasi dalam PBJ yang memberikan manfaat bagi
UMKM, baik dari segi peningkatan omzet, kapasitas bisnis, maupun kesadaran perpajakan.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai implikasi
program inovasi PBJ yang mendukung penggunaan produk lokal UMKM, serta sejauh mana
program-program inovatif BDS yang dilakukan DJP Jakarta Pusat dalam mendorong
kepatuhan pajak UMKM secara berkelanjutan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara
kebijakan PBJ dan kebijakan perpajakan yang mendorong UMKM untuk lebih patuh pajak.
Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
inklusif serta pemerataan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat
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memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan inovatif,
sehingga inovasi PBJ dapat menjadi instrumen efektif dalam mendorong UMKM untuk
patuh terhadap peraturan perpajakan, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih
stabil, kompetitif, dan berkeadilan di Indonesia.

Method

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan
pendekatan Participatory Action Research (PAR). Metode ini merupakan bagian dari
penelitian tindakan (action research) yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan melalui
proses siklus dan reflektif (Brydon-Miller et al., 2020). Penelitian ini bersifat partisipatif,
melibatkan berbagai pihak seperti peneliti, guru, pemerintah, pendamping program, serta
pemangku kepentingan (Syaifudin, 2021). Menurut Brydon-Miller et al. (2020), PAR
dirancang untuk mengimplementasikan teori melalui pengembangan dan penerapan
tindakan guna menciptakan perubahan sosial dan lingkungan.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansinya dengan masalah yang
diteliti. Lokasi tidak hanya menjadi latar belakang, tetapi juga konteks sosial yang
memengaruhi interaksi manusia dan fenomena yang diteliti. Peneliti diharapkan terlibat
secara mendalam melalui pengamatan, wawancara, atau interaksi untuk memahami konteks
fenomena sosial (Cornish, 2023). Penelitian ini berlangsung selama empat bulan, dari Juli
hingga Oktober 2024, untuk menggali inovasi PBJ oleh DJP Jakarta Pusat serta pemaknaan
kepatuhan pajak oleh UMKM.

Data penelitian dibedakan menjadi data primer, diperoleh melalui wawancara dengan

PPK, petugas pajak, pelaku UMKM, tokoh komunitas, dan akademisi; serta data sekunder,
diperoleh dari jurnal, buku, dan data kepatuhan wajib pajak. Teknik triangulasi digunakan
untuk mengintegrasikan berbagai metode pengumpulan data, memastikan keselarasan dan
meningkatkan validitas (Alam, 2021).
Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model Miles & Huberman (Asipi et al.,
2022) yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data
direduksi menjadi tema utama, disajikan secara sistematis dalam narasi, matriks, atau grafik,
dan diverifikasi melalui triangulasi serta diskusi intersubjektif. Proses ini memastikan hasil
yang konsisten, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Keahey, 2021).

Results and Discussion
Strategi Inovasi Kanwil DJP Jakarta Pusat dalam Meningkatkan Keterlibatan
UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Penelitian ini menganalisis strategi inovasi yang diterapkan oleh Kanwil DJP Jakarta
Pusat dalam meningkatkan keterlibatan UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Dalam hal ini, peneliti mengkaji pendekatan inovasi yang diterapkan dengan
menggunakan kerangka Teori Difusi Inovasi (Vargo et al., 2020).
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1. Keuntungan Relatif (Relative Advantage)

Strategi inovasi yang diterapkan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat menawarkan
keuntungan relatif yang signifikan bagi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Inovasi pertama yang diterapkan adalah pelatihan keterampilan teknis, seperti
pelatihan fotografi produk untuk memastikan produk UMKM sesuai dengan standar
pengadaan pemerintah. Keuntungan relatif yang diperolen UMKM terlihat dari hasil
pelatihan ini, yang menunjukkan bahwa UMKM meningkatkan kualitas produk mereka,
membuatnya lebih profesional, dan lebih menarik di pasar pengadaan pemerintah. Dengan
kompetensi yang lebih baik, UMKM dapat memperbesar peluang untuk diterima sebagai
mitra pengadaan pemerintah, yang berkontribusi pada peningkatan omset dan keberlanjutan
usaha mereka.

Selain itu, pelatihan pemasaran digital yang mencakup strategi media sosial, SEO,
dan optimasi website memberikan keuntungan relatif yang jelas bagi UMKM, karena
mereka dapat memperluas jangkauan pasar secara lebih efisien (Utari, 2022). Pelatihan
WhatsApp Business, yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dengan pelanggan dan
mempercepat transaksi, juga memberikan keuntungan praktis yang langsung dirasakan. Oleh
karena itu, UMKM yang mengadopsi inovasi ini merasakan manfaat langsung, seperti
peningkatan kepercayaan diri dalam memasarkan produk mereka, yang secara langsung
meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Kompleksitas (Complexity)

Dalam konteks kompleksitas, inovasi yang diterapkan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat
dirancang untuk meminimalkan hambatan teknis bagi UMKM. Pelatihan yang diberikan
kepada UMKM, misalnya dalam hal fotografi produk atau penggunaan WhatsApp Business,
disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan keterampilan dasar yang dimiliki oleh para
pelaku UMKM. Hal ini memastikan bahwa proses adopsi inovasi tidak terlalu rumit atau
kompleks bagi mereka. Sederhana, aplikatif, dan mudah dipahami, pelatihan-pelatihan ini
membuat UMKM dapat langsung mengimplementasikan keterampilan yang mereka pelajari
dalam operasional sehari-hari (Novarini & Dewi, 2023).

Dalam kasus ini, pelatihan tentang pemasaran digital dan penggunaan SEO sangat
relevan dengan kebutuhan UMKM yang seringkali tidak memiliki latar belakang teknis yang
mendalam, tetapi dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar SEO untuk meningkatkan
visibilitas di dunia maya (Utari, 2022). Dengan menurunkan tingkat kompleksitas, strategi
inovasi ini membuat adopsi lebih mudah bagi mayoritas UMKM, yang pada akhirnya
meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pengadaan pemerintah (Hura & Molinda
Kakisina, 2022).

3. Observabilitas (Observability)

Observabilitas, atau sejauh mana hasil dari inovasi dapat diamati oleh pihak luar,
adalah faktor penting dalam memfasilitasi difusi inovasi. Inovasi yang diterapkan oleh
Kanwil DJP Jakarta Pusat sangat terlihat dan dapat diamati oleh pihak lain, baik oleh instansi
pemerintah maupun oleh pelanggan. Hasil yang langsung dapat diamati, seperti peningkatan
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kualitas foto produk, perbaikan website yang lebih user-friendly, atau peningkatan interaksi
melalui media sosial, menjadi indikator jelas bagi UMKM yang belum mengadopsi inovasi
untuk mengikuti langkah yang sama (Jannatin et al., 2020).

Keberhasilan UMKM dalam meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengadaan
barang dan jasa pemerintah melalui strategi pemasaran digital dan keterampilan komunikasi
yang lebih baik dapat terlihat oleh publik, yang mendorong lebih banyak UMKM untuk
mengadopsi inovasi serupa. Observabilitas yang tinggi mempercepat penyebaran inovasi ini
di kalangan UMKM vyang lebih luas, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi mereka
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

4. Kesesuaian Budaya dan Konteks (Compatibility)

Kesesuaian budaya dan konteks merupakan elemen krusial dalam adopsi inovasi.
Dalam hal ini, inovasi yang diperkenalkan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat sangat kompatibel
dengan konteks bisnis dan kebutuhan UMKM di Indonesia. Pelatihan tentang pelayanan
pelanggan, manajemen tim, dan kepatuhan perpajakan adalah bagian dari upaya untuk
meningkatkan profesionalisme UMKM agar lebih siap bersaing dalam pengadaan barang
dan jasa pemerintah (Aprilia & Johantri, 2022). Pelatihan tentang customer service dan
service excellence selaras dengan budaya bisnis di Indonesia yang menekankan pentingnya
hubungan personal dan kepuasan pelanggan. Dengan meningkatkan kualitas layanan
pelanggan, UMKM tidak hanya memperbaiki produk mereka, tetapi juga menciptakan
pengalaman yang lebih baik untuk pelanggan, yang meningkatkan loyalitas dan
memperbesar peluang mereka untuk diterima dalam proses pengadaan pemerintah.

Selain itu, pelatihan kewajiban perpajakan dan pembukuan yang lebih baik juga
sangat sesuai dengan kebutuhan UMKM, yang sering kali menghadapi kesulitan dalam
memenuhi persyaratan administrasi pemerintah, seperti NPWP dan laporan pajak yang tepat
waktu. Dengan memahami kewajiban perpajakan dan pengelolaan keuangan yang lebih
baik, UMKM dapat mengurangi risiko sanksi hukum dan memperkuat posisi mereka dalam
proses pengadaan (Dwiputra & Barus, 2022).

5. Pengaruh Jaringan Sosial dan Komunikasi

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, pengaruh sosial melalui jaringan
komunikasi antara UMKM juga berperan penting dalam difusi inovasi. Inovasi ini tidak
hanya menyebar melalui pelatihan langsung, tetapi juga melalui komunikasi antarpeserta
pelatinan yang saling berbagi pengalaman dan strategi. Dengan adanya testimoni
keberhasilan dari UMKM vyang telah sukses menerapkan pelatihan, informasi mengenai
inovasi ini tersebar lebih luas, baik di dalam komunitas UMKM maupun di luar mereka.

Pada tingkat pengambilan keputusan, kelompok UMKM vyang lebih besar
dipengaruhi oleh rekan rekan mereka yang sudah terlebih dahulu mengadopsi inovasi ini,
menciptakan snowball effect dalam penyebaran inovasi. Hal ini mempercepat adopsi
teknologi dan strategi baru oleh UMKM lainnya, meningkatkan keterlibatan mereka dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah.
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Secara keseluruhan, strategi inovasi yang diterapkan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat
dalam meningkatkan keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
sangat efektif dan relevan dengan prinsip-prinsip dalam Teori Difusi Inovasi yang
dikemukakan oleh Everett Rogers. Keuntungan relatif yang tinggi, kompleksitas yang
rendah, observabilitas yang jelas, dan kesesuaian dengan konteks dan budaya bisnis UMKM
di Indonesia menjadi faktor utama yang mendorong adopsi inovasi (Pinho et al., 2021).
Melalui pelatihan-pelatihan yang aplikatif dan relevan, UMKM memperoleh keterampilan
yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, memperluas
jangkauan pasar, dan memenuhi persyaratan pengadaan pemerintah (Sofania & Sitorus,
2023). Dengan demikian, strategi inovasi ini berhasil memperkuat posisi UMKM dalam
pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam
proses pengadaan yang lebih inklusif dan profesional.

Konstruksi Sosial Kepatuhan Pajak UMKM: Peran Program Inovasi PBJ Kanwil DJP
Jakarta Pusat

Dalam perspektif konstruksi sosial, pengetahuan tentang kewajiban pajak dan
kepatuhan pajak tidak hanya dipahami sebagai fakta objektif, tetapi juga sebagai hasil dari
proses interaksi sosial yang membentuk persepsi, norma, dan tindakan individu atau
kelompok dalam masyarakat. Menurut Peter L. Berger (Nurkhalis, 2018), realitas sosial
adalah hasil dari proses internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi yang terjadi dalam
interaksi sosial. Dalam konteks ini, pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi pelaku
UMKM merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi antara UMKM dengan
instansi pemerintah dan lembaga terkait, seperti DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Program
pengembangan inovasi PBJ yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat memainkan
peran kunci dalam internalisasi pengetahuan tentang pajak kepada UMKM melalui
pelatihan-pelatihan yang terstruktur.

Pada tahap pertama, pelatihan memberikan informasi teknis dan edukasi terkait
kewajiban perpajakan yang perlu dipenuhi oleh setiap pelaku usaha yang ingin berpartisipasi
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengetahuan yang awalnya tidak terstruktur
atau bahkan tidak diketahui oleh sebagian besar pelaku UMKM, diubah menjadi bagian dari
realitas sosial mereka. Melalui pelatihan ini, konsep-konsep terkait dengan NPWP,
pelaporan SPT, dan kewajiban perpajakan lainnya menjadi bagian dari struktur pemahaman
sosial yang internal bagi UMKM.

Namun, pengetahuan ini tidak berhenti pada proses internalisasi saja, karena dalam
konstruksi sosial, pengetahuan juga perlu melalui proses objektivasi dan eksternalisasi dalam
bentuk praktik. UMKM tidak hanya belajar teori tentang perpajakan, tetapi juga dihadapkan
pada praktik perpajakan nyata dalam interaksi mereka dengan sistem administrasi pajak yang
telah disiapkan oleh Kanwil DJP. Misalnya, melalui platform digital atau aplikasi perpajakan
yang dibahas dalam pelatihan, mereka mulai menjalankan kewajiban pajak secara aktif dan
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lebih terlibat dalam sistem perpajakan yang lebih formal. Dengan kata lain, mereka tidak
hanya memandang pajak sebagai kewajiban, tetapi sebagai bagian integral dari struktur
sosial usaha mereka.

Menurut teori konstruksi sosial, eksternalisasi merujuk pada bagaimana pengetahuan
yang telah diinternalisasi dipraktikkan dan diterapkan dalam kehidupan sosial. Program
pelatihan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat memberikan ruang bagi para
pelaku UMKM untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik sehari-
hari mereka. Pelatihan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, serta kewajiban
perpajakan, mengarah pada penerapan pengetahuan tersebut dalam konteks administrasi
keuangan dan perpajakan yang lebih transparan dan sistematis.

Dalam konteks ini, pelatihan tentang pembukuan dan pelaporan pajak tidak hanya
memberikan pengetahuan teoretis, tetapi juga mendorong UMKM untuk menggunakan alat
dan aplikasi yang mendigitalisasi proses perpajakan. Pelaku UMKM mulai mencatat
transaksi dengan rapi, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta melaporkan pajak
dengan cara yang lebih efisien melalui sistem yang disediakan oleh DJP. Praktik-praktik ini
bukan hanya hasil dari pengalaman pribadi, tetapi merupakan produk sosial yang terbentuk
melalui interaksi dengan lingkungan eksternal mereka (seperti program pelatihan, kebijakan
pemerintah, dan interaksi dengan pihak pajak) (Saleh et al., 2023).

Dalam perspektif konstruksi sosial, identitas individu atau kelompok terbentuk dari
proses sosial yang melibatkan peran serta dalam norma, nilai, dan praktik sosial yang ada di
masyarakat. Proses ini dikenal sebagai internalisasi, dengan mengikuti pelatihan yang
diberikan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat, para pelaku UMKM tidak hanya menerima
pengetahuan tentang kewajiban pajak, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai perpajakan
sebagai bagian dari identitas mereka sebagai wajib pajak yang sah dan patuh.

Pendidikan mengenai kewajiban perpajakan dan pengadaan barang dan jasa
mengarah pada terbentuknya kesadaran bahwa kepatuhan pajak adalah bagian dari tanggung
jawab sosial mereka sebagai pelaku usaha yang profesional. Mereka mulai melihat bahwa
kewajiban pajak bukanlah beban, tetapi bagian dari profesionalisme dan akses terhadap
peluang pasar, terutama dalam konteks pengadaan pemerintah yang membutuhkan
kepatuhan terhadap standar administratif dan hukum (Anjelina, Frederica, Iskandar, et al.,
2023).

Proses ini berkontribusi pada perubahan persepsi UMKM mengenai pajak: dari
sebuah kewajiban yang terpisah dari operasi usaha menjadi sebuah aspek yang terintegrasi
dalam praktek bisnis sehari-hari. Kepatuhan pajak menjadi bagian dari identitas bisnis yang
sah yang memungkinkan UMKM untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah,
meningkatkan kredibilitas mereka, dan membuka peluang untuk pengembangan usaha yang
lebih besar (Istri Juni Astuti & Ayu Putu Sri Widnyani, 2019).

Program pengembangan inovasi PBJ juga berperan dalam membangun norma sosial
baru di kalangan pelaku UMKM terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Melalui pelatihan dan edukasi, pelaku UMKM belajar untuk berinteraksi dengan struktur
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birokrasi pengadaan, yang selama ini masih dinilai sebagai halangan atau sistem yang sulit
dipahami. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pengadaan, UMKM mulai
melihat pengadaan pemerintah sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai
kendala (Igbal, 2020).

Gambar 1Sosialisasi Perpajakan dari Kanwil DJP Jakarta Pusat

Dengan demikian, terdapat konstruksi sosial baru mengenai peran UMKM dalam
sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Norma sosial yang muncul adalah bahwa
UMKM vyang patuh pajak lebih dihargai dan lebih memiliki peluang untuk memenangkan
kontrak pemerintah. Hal ini mendorong pelaku UMKM untuk melihat kepatuhan pajak
sebagai investasi jangka panjang yang membuka peluang dalam dunia pengadaan yang lebih
luas, menciptakan perubahan dalam pola pikir dan perilaku sosial di kalangan pelaku
UMKM (Saleh et al., 2023).

Secara keseluruhan, program inovasi PBJ yang dijalankan oleh Kanwil DJP Jakarta
Pusat berkontribusi dalam membangun konstruksi sosial baru tentang kepatuhan pajak di
kalangan pelaku UMKM. Melalui internalisasi pengetahuan mengenai prosedur pengadaan
dan kewajiban perpajakan, eksternalisasi praktik perpajakan melalui penggunaan aplikasi
dan pembukuan yang lebih rapi, serta penanaman norma sosial yang menjadikan kepatuhan
pajak bagian dari identitas profesional UMKM, program ini telah berhasil mengubah
persepsi sosial pelaku UMKM terhadap pajak.

Melalui interaksi sosial yang difasilitasi oleh pelatihan dan program edukasi,
kepatuhan pajak bukan dianggap hal yang menyulitkan, tetapi sebagai komponen penting
dari profesionalisme usaha yang membuka peluang dan memperkuat daya saing di pasar
pengadaan barang dan jasa pemerintah. Program ini, dengan demikian, telah berperan dalam
membentuk realitas sosial yang lebih mendalam tentang pentingnya perpajakan bagi
keberlanjutan usaha dan pengakuan sosial dalam dunia usaha UMKM.
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Conclusion

Pelatihan yang diberikan dalam program inovasi PBJ telah menunjukkan hasil yang
signifikan dalam berbagai aspek perkembangan UMKM. Salah satu kontribusi utamanya
adalah peningkatan kualitas produk yang memenuhi standar pengadaan instansi pemerintah,
yang secara langsung meningkatkan daya tarik produk UMKM di pasar pengadaan. Selain
itu, pelatihan ini memperkuat kompetensi manajerial, khususnya dalam pengelolaan tim dan
komunikasi internal, sehingga mendukung produktivitas dan efisiensi operasional. Di sisi
pemasaran, strategi digital seperti optimasi media sosial, SEO, dan penggunaan platform e-
commerce terbukti meningkatkan visibilitas dan jangkauan pasar UMKM. Pendekatan ini
memfasilitasi interaksi pelanggan dan mempercepat transaksi, yang berujung pada
peningkatan omzet.

Pelatihan perpajakan dan pembukuan memberikan pemahaman mendalam tentang
pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian integral dari profesionalisme usaha. Hal ini
membuka peluang partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,
sekaligus memperkuat posisi mereka di pasar. Pelatihan tentang layanan pelanggan dan
Service Excellence mendorong loyalitas pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan
menciptakan budaya kerja yang produktif. Lebih jauh, difusi inovasi melalui interaksi sosial
antar-UMKM menciptakan efek snowball, mempercepat adopsi praktik inovasi dan
mendorong partisipasi aktif di pasar pengadaan.

Dengan pendekatan yang sesuai konteks dan sederhana, strategi yang diterapkan oleh
Kanwil DJP Jakarta Pusat berhasil mengatasi keterbatasan teknis dan administratif UMKM,
sekaligus membangun norma baru terkait kepatuhan pajak dan pengelolaan usaha
profesional. Program ini secara keseluruhan meningkatkan daya saing, keberlanjutan, dan
kredibilitas UMKM, baik di pasar pengadaan maupun dalam lanskap ekonomi yang lebih
luas.
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